BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

Seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Selanjutnya Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
A. PENYUSUNAN RKA SKPD/PPKD
Setelah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBD antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani dalam waktu yang bersamaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai dasar bagi Kepala SKPD menyusun RKA maupun Rancangan DPPA-SKPD. Surat Edaran Gubernur dimaksud berisi tentang :

1. PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;

2. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;

3. Dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD, Analisa Standar Belanja dan Standar Biaya Umum.

Penyusunan RKA-SKPD berlaku ketentuan sebagaimana penyusunan RKA pada APBD Murni/Induk. Sedangkan DPA-SKPD maupun DPA-PPKD yang dapat diubah dalam Perubahan APBD juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. pergeseran anggaran, baik berupa pergeseran dalam rincian obyek belanja maupun antar obyek belanja dalam satu jenis belanja berkenaan;

2. pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan, baik berupa SP2D UP, GU, LS dan memperhitungkan SP2D TUP yang sedang dalam proses realisasi;

3. RKA-SKPD maupun RKA-PPKD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi DPA-SKPD maupun DPA-PPKD sebagai akibat penggunaan Belanja Tidak Terduga yang harus diformulasikan kembali dalam Perubahan APBD.
B. PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD
Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 dan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2012.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 belum mendapat persetujuan bersama, Gubernur dapat menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Gubernur. 
Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) terhadap Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA-SKPD. Terhadap rincian obyek pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mengalami perubahan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

Selanjutnya, DPPA-SKPD maupun PPKD sebelum disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah terlebih dahulu diverifikasi dan dibahas oleh TAPD yang dibantu oleh Tim Verifikasi dan Asistensi RKA dan DPPA-SKPD/PPKD.

Format DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD tercantum dalam Format XIX dan Format XX Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR 

DAN AWAL TAHUN ANGGARAN
A. PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2012 pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah, meliputi : 
1. Batas  akhir  penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) : 
a. Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan SPM-GU Nihil atas SPM-TUP;
b. SPM Ganti Uang (GU) yang masih dibayarkan kepada Bendahara (GU isi);
c. SPM-GU Nihil atas SPM Uang Persediaan (UP);
d. SPM Belanja Pembebanan Langsung (LS) yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal diatur sebagai berikut :
1) batas akhir penyampaian SPM Belanja Pembebanan Langsung (LS);
2) batas akhir penyampaian SPM Belanja Pembebanan Langsung (LS) yang dasar perhitungannya bersumber dari penerimaan;
3) batas akhir penyampaian SPM Belanja Pembebanan Langsung (LS) kegiatan fisik atau kegiatan lainnya dilaksanakan secara kontraktual yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat paling lambat pada akhir Desember 2012, harus melampirkan copy Surat Jaminan Bank sebesar nilai yang sama dengan jumlah tagihan, sedangkan asli Surat Jaminan Bank disimpan pada SKPD bersangkutan;
b) masa pemeliharaan melampaui Tahun Anggaran 2012 namun dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012 dan penarikan Retensi 5% dari nilai kontrak, harus melampirkan copy Surat Jaminan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar nilai yang sama dengan jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan, sedangkan asli Surat Jaminan disimpan pada SKPD yang bersangkutan.
4) batas akhir penyampaian SPM Gaji Induk bulan Januari 2013;

5) batas akhir penyampaian SPM gaji susulan/kekurangan gaji bulan Desember 2012.

2. Penerimaan Anggaran
a. batas akhir penyetoran seluruh penerimaan dari sektor PAD dan penerimaan lainnya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten akhir bulan Desember 2012. Penyetoran seluruh penerimaan dari sektor PAD dan penerimaan lainnya agar mencantumkan Kode Rekening Rincian Obyek Penerimaan pada Surat Tanda Setoran;

b. batas akhir pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) dan/atau TUP (Tambahan Uang Persediaan) tahun anggaran berkenaan akhir bulan Desember 2012.

3. Inspektorat Provinsi melaksanakan cash opname dan stock opname pada akhir bulan Desember 2012.

B. PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN
Menjelang awal tahun anggaran 2013, pelaksanaannya akan diatur dalam surat edaran Sekretaris Daerah, meliputi : 

1. Batas penyampaian Laporan SKPD kepada Gubernur melalui PPKD yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
d. Laporan Kinerja SKPD
e. Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Laporan Pengadaan Barang.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Inspektorat Provinsi melaksanakan reviu LKPD Tahun Anggaran 2012 pada akhir bulan Februari 2013.

4. Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas setelah direviu oleh Inspektorat Provinsi selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Batas waktu pemeriksaan oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Selanjutnya Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun anggaran berakhir, dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah yang telah diaudit BPK-RI.

Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Gubernur dan DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 ini untuk digunakan sebagai acuan bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelola keuangan daerah, PPKD, pejabat perencanaan pembangunan daerah, pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, PPK-SKPD, Koordinator PPTK, PPTK, Bendahara dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan, dan pelaporan agar terwujud tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
PAGE  
- 91 -

